
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (rechtstaats), maka setiap orang yang

melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui

proses hukum. Hukum merupakan sarana bagi pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai

dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai

pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas,

yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam

undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan

larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat

dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada

orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Setiap warga negara wajib menjunjung tinggi dan menaati hukum, namun dalam

kenyataan sehari-hari adanya warga negara yang lalai/sengaja tidak melaksanakan

kewajibannya sehingga merugikan masyarakat, dikatakan bahwa warga negara

tersebut melanggar hukum karena kewajibannya tersebut telah ditentukan

berdasarkan hukum. Seseorang yang melanggar hukum harus mempertanggung
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jawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan hukum. Tindak pidana merupakan

perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan patut dipidana sesuai

dengan kesalahannya sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Orang yang

melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut

dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan (Andi Hamzah, 2001: 12).

Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap-tiap individu di dalam

masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan

oleh masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam

pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan

mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai

kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan

perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai

dilakukannya suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Indonesia adalah

penyalahgunaan psikotropika. Secara umum permasalahan psikotropika dapat dibagi

menjadi tiga bagian yang saling terkait, yakni adanya produksi gelap, perdagangan

gelap psikotropika dan penyalahgunaan psikotropika. Ancaman bahaya

penyalahgunaan psikotropika merupakan ancaman nasional yang perlu

ditanggulangi sedini mungkin karena merupakan ancaman terhadap peradaban

manusia yang pada akhirnya akan membahayakan stabilitas nasional bahkan

mengancam pertahanan dan keamanan negara. Ancaman penyalahgunaan obat-

obatan terlarang tersebut dapat menjadi hambatan bagi kelancaran pembangunan,
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khususnya pembangunan sumber daya manusia, sehingga perlu ditanggulangi oleh

pemerintah maupun masyarakat.

Kecenderungan kejahatan atau penyalahgunaan psikotropika mengalami

peningkatan karena pengaruh kemajuan teknologi, globalisasi dan derasnya arus

informasi. Selain itu adanya keinginan para pelaku untuk memperoleh keuntungan

yang besar dalam jangka waktu cepat dalam situasi ekonomi yang memburuk seperti

sekarang ini, diprediksikan akan mendorong munculnya pabrik-pabrik gelap baru

dan penyalahgunaan psikotropika lain akan semakin marak di masa mendatang.

Kondisi ini menjadi keprihatinan dan perhatian semua pihak baik pemerintah, LSM

dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk mencari jalan

penyelesaian yang paling baik guna mengatasi permasalahan psikotropika ini

sehingga tidak sampai merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Psikotropika dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan

apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang

ketat dan saksama. Bahaya penyalahgunaan obat-obatan terlarang berpangkal dari

mengkonsumsi bahan atau jenis obat-obatan terlarang harus ditanggulangi. Hal ini

disebabkan karena dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaan obat-obatan

terlarang akan merusak mental dan fisik individu yang bersangkutan dan dapat

meningkat pada hancurnya kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Kejahatan dan penyalahgunaan psikotropika dan psikotropika di Indonesia

menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dan telah berada pada ambang

mengkhawatirkan apabila tidak segera ditanggulangi melalui penegakan hukum

yang tegas dan komprehensif.
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Penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan psikotropika memiliki peranan

yang besar dalam penyelengaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk

menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya

kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-

wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan

dapat dihindarkan. Dengan kata lain penegakan hukum secara ideal akan dapat

mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan adanya

pegangan yang pasti bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum.

Pentingnya masalah penegakan hukum dalam hal ini berkaitan dengan semakin

meningkatnya tindak pidana penyalahgunaan psikotropika.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan

upaya untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada

era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi

kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara

moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab.

Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat

dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah merupakan keharusan untuk melihat

penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana.

Salah satu contoh kasus tindak pidana penyalahgunaan psikotropika pada

Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang adalah penjatuhan pidana sebagaimana

tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor

780/Pid/B/2010/PNTK Tentang Tindak Pidana Psikotropika. Pengadilan yang

memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat
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pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Hendarsyah Als Agus

Baron. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana: “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau

menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka perbuatan terdakwa

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009

tentang Narkotika. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun

dan denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika

denda tidak dibayar harus diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan;

Masalah yang melatar belakangi penelitian ini adalah kurang optimalnya penerapan

Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

seharusnya setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana

dengan pidana  penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua

belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta

rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Sesuai dengan ketentuan pasal di atas terlihat bahwa pelaku dihukum pidana

kurungan sangat minimal yaitu 4 (empat) tahun dan denda Rp.200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti

dengan kurungan selama 2 (dua) bulan kurungan, padahal ancaman maksimalnya

adalah 12 tahun penjara dan denda maksimalnya adalah Rp8.000.000.000,00

(delapan miliar rupiah). Maknanya adalah terdapat masalah dalam Putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 780/Pid/B/2010/PNTK.
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis melakukan penelitian yang

berjudul: Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor

780/Pid/B/2010/PNTK Tentang Tindak Pidana Psikotropika.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana psikotropika?

b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap pelaku tindak pidana psikotropika pada Putusan Pengadilan Negeri

Tanjung Karang Nomor 780/Pid/B/2010/PNTK?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup studi dalam penelitian ini adalah kajian ilmu Hukum Pidana,

khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tindak pidana

psikotropika dan dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika pada Putusan Pengadilan Negeri

Tanjung Karang Nomor 780/Pid/B/2010/PNTK.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana

psikotropika.
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b. Untuk mengetahui dasar-dasar yang menjadi pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana psikotropika pada Putusan

Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 780/Pid/B/2010/PNTK Tentang

Tindak Pidana Psikotropika.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam

pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan

pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana psikotropika dan dasar-dasar

yang menjadi pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat penegak

hukum dalam penegakan hukum. Selain itu hasil penelitian ini diharapkan dapat

berguna bagi berbagai pihak-pihak lain yang akan melakukan penelitian

mengenai penegakan hukum pidana di masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar

yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum (Soerjono Soekanto, 1983: 73).

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:
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a. Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Barda Nawawi Arif (2003: 35), pertanggungjawaban pidana

mengandung asas kesalahan (asas culpabilitas), artinya seseorang yang

melakukan kesalahan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan

hukum. Meskipun konsep pertanggungjawaban pidana umumnya berprinsip

pada asas kemampuan bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan, namun

terdapat pula beberapa asas lain, yaitu pertanggungjawaban pengganti, asas

pertanggungjawaban yang ketat dan asas pemberian maaf atau pengampunan

oleh hakim.

Pertanggungjawaban pidana ini menuntut adanya kemampuan bertanggung

jawab pelaku. Kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan normal dan

kematangan psikis seseorang yang membawa tiga macam kemampuan yaitu

untuk memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri, menyadari bahwa

perbuatan itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat; dan menentukan

kemampuan/kecakapan terhadap perbuatan tersebut. Kesalahan mempunyai ciri

sebagai hal yang dapat dicela, dan pada hakikatnya tidak mencegah kelakukan

yang melawan hukum, dengan subtansi sebagai berikut:

(1) Kemampuan bertanggung jawab orang yang melakukan perbuatan;

(2) Hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang

berbentuk kesengajaan;

(3) Tidak adanya alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana

terhadap perbuatan pada pembuat pidana
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b. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Menurut Barda Nawawi Arif (1996: 112-114), hal menjatuhkan pidana kepada

terdakwa: Seorang hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan

terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah

yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat;

(d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah

diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Menurut Pasal 185 Ayat

(2) KUHAP, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan

bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan. Ayat (3)

menyebutkan ketentuan tersebut tidak berlaku jika disertai suatu alat bukti yang

sah lainnya (unus testis nullus testis). Saksi korban juga berkualitas sebagai

saksi, sehingga apabila terdapat alat bukti yang lain sebagaimana dimaksud

dalam Ayat 3, maka hal itu cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana.

Selain itu Hakim Pengadilan Negeri mengambil suatu keputusan dalam sidang

pengadilan, mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu:

(1) Kesalahan pelaku tindak pidana

Hal ini merupakan syarat utama untuk dapat dipidananya seseorang.

Kesalahan di sini mempunyai arti seluas-luasnya, yaitu dapat dicelanya

pelaku tindak pidana tersebut. Kesengajaan dan niat pelaku tindak pidana

harus ditentukan secara normatif dan tidak secara fisik. Untuk menentukan

adanya kesengajaan dan niat harus dilihat dari peristiwa demi peristiwa, yang

harus memegang ukuran normatif dari kesengajaan dan niat adalah hakim.
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(2) Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana

Kasus tindak pidana mengandung unsur bahwa perbuatan tersebut

mempunyai motif dan tujuan untuk dengan sengaja melawan hukum

(3) Cara melakukan tindak pidana

Pelaku melakukan perbuatan tersebut ada unsur yang direncanakan terlebih

dahulu untuk melakukan tindak pidana tersebut. Memang terdapat unsur niat

di dalamnya yaitu keinginan si pelaku untuk melawan hukum.

(4) Sikap batin pelaku tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasikan dengan melihat pada rasa bersalah, rasa

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Pelaku

juga memberikan ganti rugi atau uang santunan pada keluarga korban dan

melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

(5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi

Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana juga sangat

mempengaruhi putusan hakim yaitu memperingan hukuman bagi pelaku,

misalnya belum pernah melakukan perbuatan tidak pidana apa pun, berasal

dari keluarga baik-baik, tergolong dari masyarakat yang berpenghasilan

sedang-sedang saja (kalangan kelas bawah).

(6) Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana

Pelaku dalam dimintai keterangan atas kejadian tersebut, ia menjelaskan

tidak berbelit-belit, ia menerima dan mengakui kesalahannya.Maka hal yang

di atas juga menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memberikan keringanan

pidana bagi pelaku. Karena hakim melihat pelaku berlaku sopan dan mau
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bertanggung jawab, juga mengakui semua perbuatannya dengan cara berterus

terang dan berkata jujur serta mempermudah jalannya persidangan.

(7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku

Pidana juga mempunyai tujuan yaitu selain membuat jera kepada pelaku

tindak pidana, juga untuk mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi

perbuatannya tersebut, membebaskan rasa bersalah pada pelaku,

memasyarakatkan pelaku dengan mengadakan pembinaan, sehingga

menjadikannya orang yang lebih baik dan berguna.

(8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Dalam suatu tindak pidana masyarakat menilai bahwa tindakaan pelaku

adalah suatu perbuatan tercela, jadi wajar saja kepada pelaku untuk dijatuhi

hukuman, agar pelaku mendapatkan ganjarannya dan menjadikan pelajaran

untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam

penelitian (Soerjono Soekanto, 1983: 112). Berdasarkan definisi tersebut, maka

batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan

diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari

pemeriksaan perkara gugatan (Lilik Mulyadi, 2007: 15).

b. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum,

larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi

siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran
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norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak

sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku (Moeljatno, 1983: 54)

c. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar

atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku

tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan

terjaminnya kepentingan umum (Satjipto Rahardjo, 1996: 26).

d. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,

yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat

yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku (Pasal 1

Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika).

F. Sistematika Penulisan

Sistematika yang disajikan agar mempermudah dalam penulisan skripsi secara

keseluruhan diuraikan sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang,

Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,

Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan

dengan penyusunan skripsi yaitu pengertian Putusan, Dasar Pertimbangan

Hakim, Tindak Pidana Psikotropika.
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III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan

Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur

Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat

penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai pertanggungjawaban

pidana pelaku tindak pidana psikotropika dan dasar-dasar yang menjadi

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan

Negeri Tanjung Karang Nomor 780/Pid/B/2010/PNTK.

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan

pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan

yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.


